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Menyiasati kota baru : 


perlukah regulasi dan deregulasi ? 


ii PJP II, diperkirakan jum- 
Dè baik perkotaan akan men- 
capai 150 juta jiwa. Ini berarti, mulai 
akan bertambah kira-kira 3 juta 
n. Pertumbuhan ini merang- 
kang bagi pertumbuhan kota ba- 
ru. Yaitu: adanya kebutuhan akan peru- 
mahan, kawasan industri, komersial, 
, maupun konvensi, rekreasi, 
dan masih banyak lagi. Kesemuanya itu 
akan memerlukan perubahan dalam sua- 
tu kawasan. Dari yang semula kawasan 
perdesaan menjadi kawasan perkotaan. 
Dan a kianga dibutuhkan 
15.000 ha lahan baru setiap tahun. 

Yang menjadi pertanyaan adalah, 
mampukah disiapkan suatu kawasan per- 
kotaan untuk menampung pertumbuhan 
penduduk tersebut ? Kemudian, dapatkah 
kota-kota baru tersebut memiliki keuntu- 
ngan kompetitif di Asia Pasifik, dan men- 


Departemen Dalam Negeri, belum lama 

berselang. Antara lain Menteri Dalam 

Negeri Moh. Yogie S.M., di samping Ir. Ci- 
Diamar, M.Sc 


kota baru, di i sisi 
ng akan menjadi kantong-kantong 
ekonomi. Namun, di sisi 


aiya menjadi ancaman dengan tim- 
aa persoalan. Misalnya: ke- 
ai etaa lingkung- 
a Baar tata investasi dan nia- 
U Moh. Yogie S.M 
Secara un kota-kota baru 
yang Dina dibutuhkan kekuatan 
Mampuan memadai. Antara lain, ke- 
ahlian dan asta dalam hal modal, ke- 


manajemen pengelolaan kota, 
Alang Ogan aparat pemerintah 
r untuk lebih profesional, 
un saat ini, tampaknya 
apa kelemahan men- 
perlu ditingkatkan kem- 
dalam hal pengerahan 
j Con Tah yang mendukung 
hnya, jalan keluar yang 

kota baru dengan kota 


bela TAG urusan pemerintah, 
bana dalang terpadu merupakan syarat 
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Pembangunan sebuah kota & 
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Kelemahan lain, tutur- 
nya, adalah terbatasnya 
peraturan perundang-un- 
dangan yang mengatur sis- 
tem dan prosedur pengelo- 
laan. "Yaitu, apakah kota 
baru seluas ribuan hektar 
dapat dikelola oleh swasta.” 
Kemudian persoalan lain 
adalah mengenai izin pem- 
bebasan lokasi lahan per- 
tanahan yang hanya berla- 
ku selama 2 tahun. Sehing- 


ISTIMEWA 


ga, kurang strategis untuk — D; 7y Son Diamar, M.Sc 


menjamin rencana jan 

panjang perkotaan. Ditambah pula, ma- 
syarakat yang tergusur tidak mampu lagi 
membeli tanah, karena harganya yang 
membubung naik. Walaupun kualitas lo- 
kasi sama. 

Kemudian, kemitraan yang terjalin an- 
tara pemerintah, swasta serta masyarakat 
yang masih perlu ditingkatkan. Yaitu ma- 
sih diperlukan pula sistem dan prosedur 
pengelolaan yang dapat menunjang per- 
tumbuhan kota baru dalam memberdaya- 
kan masyarakat. Sehingga, deregulasi dan 
regulasi tentang kelembagaan, pertanah- 
an, kemitraan, perencanaan, maupun per- 
izinan, tata niaga serta tata investasi ma- 
sih diperlukan. 

Secara tidak langsung masalah yang 
dianggap mendasar, adalah pembangunan 
kota baru maupun pengembangan pusat 


Kebayoran Baru merupakan perluasan kegiatan ekonomi dengan melubernya 


kota hanya terkonsentrasi 
di Pulau Jawa. Dengan de- 
mikian terselenggaranya 
seminar ini, diharapkan 
dapat memberikan upaya 
strategis bagi penyusunan 
peraturan perundang-un- 
dangan baik regulasi mau- 
pun deregulasi untuk pe- 
nataan kota baru, harap- 
nya. 


Kompleks dan berim- 
plikasi luas 

Pengelolaan kota baru, 
merupakan permasalahan pelik yang 
dihadapi bukan saja oleh pemerintah. 
akan tetapi juga dihadapi negara lain. 
Pengelolaan kota baru cukup kompleks 
dan implikasinya cukup luas, apalagi jika 
tidak berpengalaman mengelola suatu 
kawasan kota, tutur Ir. Ciputra—-Presiden 
Direktur PT Pembangunan Jaya. 

Pembangunan kota baru dapat dila- 
kukan secara sengaja (terencana), contoh- 
nya, daerah Kebayoran Baru. Daerah ini 
dibangun untuk menampung luberan pen- 
duduk di kota lama (Jakarta) yang pesat 
pertumbuhannya. Sehingga terjadi perlu- 
asan kegiatan ekonomi yang tidak hanya 
terkonsentrasi di pusat kota/bisnis. Selain 
di Jawa, ada beberapa daerah juga yang 
menjadi pusat pertumbuhan ekonomi 
maupun kegiatan bisnis. Antara lain di 
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Perlunya prosedur dan pengelolaan untuk dapat menunjang pertumbuhan kota baru sesuai RUTR yang ada, 


Pulau Batam, Bontang di Kalimantan Ti- 
mur dan Tembaga Pura, Irian Jaya, ujar- 
nya, 

Keberadaan kota baru, manfaatnya 
cukup besar dirasakan, baik oleh peme- 
rintah, pengembang maupun masyarakat. 
Akan tetapi manfaat tersebut, tak lepas 
dari berbagai tantangan yang ada, tandas- 
nya. Antara lain, pasar yang tergantung 
dari suplai dan demand serta peningkatan 
daya beli masyarakat. Juga konsep kota 
baru harus jelas, apakah dibangun seba- 
gai kota kediaman, kota industri, kota 
pelabuhan, neighborhod center, kota satelit 
atau mandiri. 

Selain itu, harus tersedia pula tanah 
dalam jumlah yang cukup luasannya 
(skala besar), agar rencana induk pemba- 
ngunan kota dapat terintegrasi dengan 
baik, jelas Ciputra. Oleh sebab itu, menu- 
rutnya, diperlukan pula suatu badan pe- 
ngelola kota baru yang dibentuk oleh pe- 
merintah, sesuai dengan ketentuan perun- 
dang-undangan yang berlaku. 

Dalam badan pengelola kota baru ter- 
sebut, diatur dengan jelas fungsi, tugas 
dan kewajiban masing-masing pihak, ha- 
rap Ciputra. Misalnya, pemerintah yang 
membangun prasarana dan sarana kewi- 
layahan (regional) seperti: jalan, jembatan, 
saluran induk, di samping menangani 
administrasi kependudukan serta pemu- 
ngutan pajak tanah dan bangunan (PBB) 
dan retribusi. 

Sedangkan swasta (pengembang) 
membangun fasilitas rumah, zone indus- 
tri, prasarana dan sarana dalam lingkung- 
an. Contohnya: jalan lingkungan, fasum 
dan fasos. Kemudian, tambahnya, mem- 
bantu pemerintah dalam melaksanakan 
administrasi kependudukan, serta meme- 
lihara kebersihan. 

Di negara lain, pengelolaan kota baru 
dilakukan oleh pemerintah dan didam- 
pingi dewan kota (City Council), ujarnya 
mengomentari. Dewan kota bersama pe- 
merintah menetapkan program-program 
pengembangan kota. Yang meliputi: peren- 
canaan, penetapan anggaran serta menen- 
tukan beberapa kontribusi yang harus 


diberikan oleh pemerintah, swasta dan 
masyarakat guna membiayal program 
tersebut. 

Namun, di Indonesia pun sudah mulai 
tampak dengan keluarnya SK Menteri 
Dalam Negeri No. 5/1993 tentang pena- 
taan dan pembentukan wilayah kerja Pem- 
bantu Bupati, khususnya di Kabupaten 
Dati II Tangerang, Cianjur, Indramayu dan 
beberapa daerah lain sebagai percontoh- 
an. Juga, daerah Ciputat dan Serpong 
yang ditetapkan sebagai wilayah percon- 
tohan. Untuk itu dalam wilayah percon- 
tohan dibentuk tim Teknis Tingkat I dan II 
serta pengarah tingkat pusat guna mena- 
ngani konsultasi manajemen perkotaan di 
wilayah kerja tersebut. 


Kemitraan sejalan 
dengan transformasi 

Pendapat ini diperkuat pula oleh Dr. Ir. 
Son Diamar, M.Sc.-- Kabid Litbang Depar- 
temen Dalam Negeri. Dalam seminar terse- 
but, kota baru disoroti dalam berbagai se- 
gi. Diantaranya ada 3 hal pokok yang per- 
lu mendapat perhatian. Pertama, kota ba- 
ru kehadirannya memang dirasakan perlu 
sejalan dengan transformasi kegiatan eko- 
nomi dan sosial menuju masyarakat ur- 
ban. 

Kedua, kelembagaan yang belum ter- 
bentuk. Sehingga dibutuhkan pemben- 
tukan suatu badan pengelola yang meru- 
pakan kemitraan pemerintah dengan 
swasta. Ketiga, mengenai persoalan tanah, 
yaitu izin lokasi lahan baru, harus berori- 
entasi pada RUTR jangka panjang. 

Kemudian, pertumbuhan kota yang 
diinginkan akan selalu ada peningkatan 
value added. Jadi, bukan berarti urbani- 
sasi itu selalu bersifat negatif. Dampak 
positif pun akan dapat dilihat. Misalnya, 
terjadinya peningkatan SDM yang harus 
didorong. Dengan demikian, diharapkan di 
Asia Pasifik, akan mampu bersaing menja- 
di pusat kegiatan ekonomi global. 

Untuk mewujudkan itu semua, diper- 
lukan adanya dukungan penuh dari 
pemerintah, Yaitu : 1) Terdapatnya kesa- 
maan komitmen tentang pengerahan in- 
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frastruktur. Yang disertai dengan aksesi- 
bilitas ke pelabuhan, serta ke kawasan 
Industri Jain yang lebih cepat, 2) Penataan 
kembali sistem dan prosedur (regulasi dan 
deregulasi). Mengenai kelembagaan, per- 
tanahan, pembebasan dan pengelolaan 
tanah yang seadil-adilnya. 3) Kemitraan 
pemerintah dengan swasta yang masih 
terbuka lebar. Misalnya, pengadaan air 
bersih dengan melalui BOT. 4) Kepastian 
tentang perencanaan serta perizinan dan 
juga wasdal (pengawasan dan pengen- 
dalian). Perencanaan tersebut harus kon- 
sisten dan saling mengisi dengan rencana 
wilayah RUTR dan lingkungan hidup, dan 
5) Tata investasi dan tata niaga. 

Jadi, dari semua konsep yang di- 
ajukan tersebut, diharapkan terdapat sua- 
tu keadaan di mana kota baru yang telah 
disahkan dapat sesuai dengan tata ruang 
yang direncanakan. Maka, hendaknya di 
sekitar perluasan kawasan tidak diizinkan 
kembali pengembangan kota baru. Se- 
hingga kota baru tersebut keadaannya ti- 
dak seperti yang terjadi sekarang ini. 
Yaitu, izin untuk kota baru sah-sah saja 
berdiri dengan jarak yang hampir ber- 
dekatan. 

Hal ini mengakibatkan, pertama: ada- 
nya ketidakpastian persaingan yang tidak 
diinginkan (tidak sehat) oleh pengembang. 
Juga, dari segi perencanaan kota tidak 
solid karena tidak dapat berkembang se- 
cara optimal. Kedua, pengembang kecil 
akan menjadi penumpang gratis atas ber- 
bagai sarana yang dibangun oleh pengem- 
bang besar. 


One stop shopping 

Sementara itu, di sisi lain para pe- 
ngembang menyoroti masalah perizinan. 
Pada dasarnya pengembang mengingin- 
kan one stop shopping dalam masalah per- 
izinan untuk suatu pembebasan lahan. Ti- 
dak seperti yang terjadi saat ini, persoalan 
yang berkaitan dengan perizinan hanya 
berada di ibukota kabupaten maupun 
propinsi. Juga, misalnya, perizinan dalam 
pembangunan pusat perbelanjaan baru, 
hendaknya dalam radius tertentu. Sehing- 
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tisasi 

matikan (abor 

aling Me ngembalian inves- 
Akan waktu 20 ta- 


ri hasil 
m lembagaan, da 
hu engenai, alh masukan, untuk 


ini lola kota 
lembaga penge 
membentuk San kemitraan pemerin- 
paru yang swasta. Namun, yang menjadi 
de dalah fungsi untuk memera- 
persoalan bangunan yang bukan menjadi 
takan Ea Sementara itu, swasta sebe- 
ep dinamis, inovatif, progresif 
m tnt mengembangkan kawasan 
s tah cukup ba- 
Sedangkan dari pemerin l 

turan perundangan dan biro- 
eS maka hendaknya, menurut hemat 
ER antara swasta dan pemerin- 
tah diperlukan pembentukan lembaga 
yang dipersiapkan dengan perencanaan, 
dan promosi. Juga dapat pula berbentuk 
cabang dinas, seperti yang diungkap 
Ciputra. jelasnya. 

RUTR yang dikehendaki dalam jangka 
panjang pun, harus menjamin pula per- 
akan tanah. Misalnya, untuk per- 
izinan lokasi, pemerintah hanya membe- 
rikan peluang 2 tahun, sementara pembe- 
basan lahan membutuhkan waktu pan- 
Jang, di samping tahap pembangunannya. 
- harga tanah yang dibe- 
kembali na bang dengan yang dijual 
Ban mbang, tidak terlalu 

Za kemula. 

hajga tanah, papar Son 
fa tanah Bae aran; akan adil jika har- 
bagan tung dan ditambah dengan 

keun : 

bila telah diperhi yang akan didapat, 
TA ongkos lungkan dengan dikura- 
mennya. pembangunan dan manaje- 


ra nega, ujar Son memberikan alter- 
yang adil. Pertama, 


ik tanah teo uNgan pengembang, pemi- 
tetap menda 

akan te kian, derajat ; 

tetap ter " Sa pemilik tanah 


Kap da tiqa dANgAN kota baru i. 
Uhat “ga barus dari pihak pe- 
amun masyarakat 


x Matang (bang dengan ren- 
atang rencana suatu 


kota sesuai dengan RUTR, sehingga kon 
solidasi lahan dapat kembali, setelah dipo 
tong oleh sarana infrastruktur. Sehingga 
untuk langkah berikutnya, pihak Litbang 
DDN mengusahakan kepada pemerintah 
untuk menggulirkan regulasi dan deregu 
lasi yang jelas mengenai konsep kota baru 
seperti tersebut di atas. 


Termuat 4 kata kunci 

Dalam pengelolaan kota baru, termuat 
4 kata kunci, tutur Son Diamar. Diantara- 
nya, kota baru harus merupakan kawasan 
perkotaan. Dan kedua, direncanakan se- 
cara utuh dan terpadu. Ketiga, merupakan 
perubahan dari desa menjadi perkotaan 
dan harus menampung sekurang-kurang- 
nya 50 ribu penduduk. Namun, jumlah 50 


dalam pengembangan kota baru. 


ribu penduduk tersebut bukan merupa- 
kan suatu kata mati. Sebab, seperti rekla- 
masi pantai di Jakarta, bukan merupakan 
kota baru. Akan tetapi hanya perluasan 
wilayah, jelasnya, 

Kota baru yang dikembangkan dari 
kawasan perdesaan menjadi kawasan 
perkotaan dari beberapa segi, tentunya 
akan berubah. Termasuk pula pola hidup 
penduduknya. Maka perencanaan tapak 
dan site perlu ditata kembali. Untuk saat 
ini, misalnya BSD belum dibutuhkan 
adanya pengelolaan kota menjadi sebuah 
kota administratif maupun kotamadya. 
Meskipun nantinya 6.000 ha akan dikem- 
bangkan di sini, 

Sementara, pada saat ini baru dikem- 


a n 23 
Alternatif penilaian harga tanah dapat berupa kepemilikan saham 


bangkan seluas 500 ha dan dalam proses 
pengembangan, maka yang diperlukan 
adalah suatu lembaga yang memacu per 
tumbuhan kota. Yaitu dikelola oleh lemba 
ga swasta yang non konvensional yang 
telah diatur dalam UU, Dan cukup diben 
tuk lembaga berupa cabang dinas. Jadi, 
semua unsur pemerintahan ada di lemba- 
ga tersebut. 

Hal ini diperkuat dengan turunnya In 
pres No. 13 sejak 1976 tentang Jabotabek 
Dalam kawasan Jabotabek hendaknya 
dikembangkan 26 kota-kota kecil yang 
mandiri (counter magnet). Sehingga orang 
yang datang ke wilayah Jabotabek. tidak 
hanya terkonsentrasi ke Jakarta. Tetapi 
juga meliputi kota kecil yang tersebar di 
wilayah Botabek. 


, tanpa harus terjadi penggusuran 


Ini merupakan konsep pertama untuk 
mengembangkan kawasan kota kecil di se- 
kitar kota induk. Sehingga dapat mengu 
rangi efisiensi ekonomi, maka tidak hanya 
kota induk yang tumbuh pesat, tetapi kota 
kecil lain diharapkan tumbuh. Konsep ke 
dua, lanjutnya, adanya peraturan menteri. 
maka setiap pembangunan lingkungan 
harus dilengkapi dengan fasos dan fasum 

Yang nantinya dapat memberikan 
pelayanan yang optimal terhadap pen- 
duduk di kota baru. Dan diharapkan, 65 
persen dari jumlah penduduk itu, tinggal, 
bersekolah, berkegiatan, maupun berkar- 
ya di dalam kota baru itu. W Nur Wahyuni 
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